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ABSTRAK 

Ramadhan Sofyan, 202320251004, 2025 

Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary 

crime) dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun, sehingga menimbulkan 

hambatan yuridis dalam penerapan mekanisme diversi dan pendekatan keadilan 

restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(UU SPPA) menyatakan bahwa diversi hanya dapat diterapkan untuk tindak 

pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, anak yang turut serta dalam tindak 

pidana terorisme secara normatif tidak memenuhi syarat diversi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis (1) pengaturan hukum terkait penanganan anak 

sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana terorisme, serta (2) penerapan 

prinsip diskresi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif 

analitis, serta studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. 

Penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan 

teori keadilan restoratif menurut Muladi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun pengaturan hukum mengenai anak pelaku terorisme diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, proses hukum terhadap anak tetap harus merujuk pada prinsip-prinsip 

dalam Undang-Undang SPPA, termasuk perlindungan anak, keadilan restoratif, 

dan penggunaan diskresi sebagai upaya pemulihan. Banyak anak pelaku terorisme 

merupakan korban eksploitasi dan indoktrinasi, sehingga perlu pendekatan 

humanis yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga 

pemulihan dan reintegrasi sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

penerapan prinsip diskresi, khususnya dalam bentuk pendekatan keadilan 

restoratif, sangat penting dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana 

terorisme. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kerangka hukum 

yang lebih fleksibel, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam 

menerapkan pendekatan restoratif secara lebih maksimal. 

 

Kata Kunci:  Sistem Peradilan Pidana Anak, Diskresi, Diversi, Keadilan 

Restoratif, Anak, Tindak Pidana Terorisme 
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ABSTRACT 

Ramadhan Sofyan, 202320251004, 2025 

Terrorism crimes are categorized as extraordinary crimes with a criminal threat 

of more than 7 years, thus creating legal obstacles in the application of diversion 

mechanisms and restorative justice approaches in the juvenile criminal 

punishment system in Indonesia. Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 

2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) states that 

diversion can only be applied to criminal acts with a criminal threat of less than 

seven years and is not a criminal offense. Therefore, children who participate in 

acts of terrorism do not normatively meet the requirements for diversion. This 

study aims to analyze (1) legal regulations related to the handling of children and 

perpetrators and in acts of terrorism, and (2) the application of the principle of 

discretion in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The research 

method used is normative legal with a descriptive analytical approach, and 

document studies as data collection techniques.  

This study is based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory and Muladi's 

restorative justice theory. The results of the study show that although the legal 

provisions regarding child perpetrators of terrorism are regulated in Law 

Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the 

legal process for children must still refer to the principles in the SPPA Law, 

including child protection, restorative justice, and the use of discretion as an 

effort to restore. Many child perpetrators of terrorism are victims of exploitation 

and indoctrination, so a humanist approach is needed that does not only 

emphasize punishment, but also recovery and social reintegration. The conclusion 

of this study is that the application of the principle of discretion, especially in the 

form of a restorative justice approach, is very important in dealing with children 

involved in criminal acts. The suggestion from this study is the need to strengthen 

a more flexible legal framework, as well as training for law enforcement officers 

in implementing a restorative approach more optimally.. 

Keywords:  Juvenile Criminal Justice System, Discretion, Diversion, Restorative 

Justice, Children, Terrorism Crimes
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